
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR p TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa Pengarusu tam aan  Gender m erupakan  upaya un tu k
m en ingkatkan kedudukan , peran , dan kua litas perem puan 
se rta  menjam in hak  yang sam a an ta ra  perem puan dan  laki- 
laki guna mewujudkan keseta raan  dan  keadilan gender;

b. bahwa Pengarusu tam aan  Gender dalam  Pembangunan Daerah 
dapat d irealisasikan melalui penguatan  kelembagaan, 
perencanaan , penyusunan , pe laksanaan , penganggaran, 
pem an tauan , dan evaluasi a tas  kebijakan, program , dan 
kegiatan yang responsif Gender dalam  rangka penyelenggaraan 
pem erin tahan , pem bangunan dan  pelayanan m asyarakat;

c. bahwa Kabupaten Pesawaran belum  memiliki dasar hukum  
yang memadai guna m elaksanakan  Pengarusu tam aan Gender 
dalam  Pem bangunan Daerah sebagaimana d im aksud dalam  
hu ru f  a  dan  h u ru f  b;

d. bahwa berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana d im aksud 
dalam  hu ru f  a, h u ru f  b, dan  h u ru f  c perlu m embentuk  
Peratu ran  Daerah Kabupaten Pesawaran ten tang  
Pengarusu tam aan  Gender dalam  Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun  1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2007 ten tang  Pembentukan 
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 99, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang  Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaim ana te lah  d iubah  beberapa kali terakh ir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang  C ipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 7 tahun  1984 ten tang  Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan  Segala Bentuk  
D iskrim inisasi terhadap  W anita (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 ten tang  Pengesahan 
Konvensi ILO Mengenai D iskrim inasi Dalam Pekerjaan dan  
Jab a tan  (ILO Convention No.Ill Concerning Discrimination in 
Respect o f  Employment and Occupation) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

6. Undang-Undang Nomor 39 T ahun  1999 ten tang  Hak Asasi 
M anusia (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang  Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Peratu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
ten tang  Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusu tam aan  
Gender di Daerah sebagaim ana te lah  d iubah  dengan Peratu ran  
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang  
Perubahan  A tas Peratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 ten tang  Pedoman Umum Pelaksanaan  
Pengarusu tam aan  Gender di Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peratu ran  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ten tang  Pedoman 
Pengawasan Pelaksanaan  Perencanaan Dan Penganggaran 
Yang Responsif Gender U ntuk  Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

10. Peratu ran  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  Indikator 
Pem antauan  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Pembangunan 
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 1213) 
sebagaim ana te lah  d iubah  dengan Peratu ran  Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Nomor 7 
Tahun 2018 ten tang  Perubahan  Atas Peratu ran  Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang  Ind ikator Pem antauan  dan  Evaluasi 
Pelaksanaan  Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 8  N o m o r 9 9 0 );

11. Peratu ran  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 ten tang  Penyediaan 
Sarana  Kerja Yang Responsif Gender dan  Peduli Anak di 
Tempat Keria (Berita Negara Republik Indonesia T ahun  2015 
Nomor 814);

12. Peratu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 
ten tang  Pem bentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaim ana



te lah  d iubah  dengan Peratu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dan
BUPATI PESAWARAN  

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1

Dalam Peratu ran  Daerah ini yang d im aksud dengan:

1. Daerah adalah  Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah ada lah  Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

3. Bupati adalah  Bupati Pesawaran.

4. Wakil Bupati adalah  Wakil Bupati Pesawaran.

5. Perangkat Daerah adalah  Perangkat Daerah Kabupaten 
Pesawaran yang menyelenggarakan u ru san  Pemerin tahan 
Daerah berdasarkan  tugas dan  fungsinya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang se lan ju tnya 
d isebu t Bappeda adalah  Bappeda Kabupaten Pesawaran.

7. D inas ada lah  Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang 
menyelenggarakan u ru san  pem erin tahan  dibidang 
pemberdayaan perempuan.

8. Desa a tau  yang d isebu t dengan nam a lain, se lan ju tnya 
d isebu t desa, adalah  kesa tuan  m asyarakat hukum  yang 
memiliki ba tas-ba tas  w ilayah yang berwenang un tu k  
m engatu r dan  m engurus kepentingan m asyarakat setempat, 
berdasarkan  asa l-usu l dan  ada t istiadat setem pat yang d iakui 
dan  d ihormati dalam  sistem  pem erin tahan  Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

9. Pengarusu tam aan  Gender yang se lan ju tnya d isebu t PUG 
adalah  strategi yang d ibangun  u n tu k  mengin tegrasikan 
gender menjadi laki-laki dan  perempuan.

10. Gender adalah  konsep yang mengacu pada pembedaan peran, 
fungsi dan  tanggung jaw ab laki-laki dan  perem puan yang 
terjad i ak iba t dari dan  dapa t berubah  oleh keadaan  sosial dan  
budaya m asyarakat.

11. Analisis Gender ada lah  proses analisis da ta  gender secara 
sistem atis ten tang  kondisi laki-laki dan  perem puan 
khususnya  berka itan  dengan tingkat akses, partisipasi, 
kontro l dan  pero lehan m an faat dalam  proses pem bangunan 
u n tu k  m engungkapkan akar perm asalahan  terjad inya 
ketim pangan kedudukan , fungsi, peran dan  tanggung jawab 
an ta ra  laki-laki dan  perempuan.



12. Gender Budget Sta tement yang se lan ju tnya d isingkat GBS 
adalah  dokumen yang menginformasikan sua tu  ou tpu t 
keg iatan te lah  responsif gender terhadap  isu gender yang ada, 
d a n /a ta u  sua tu  b iaya te lah  d ialokasikan pada ou tpu t 
kegiatan u n tu k  m enangan i perm asa lahan  kesen jangan 
gender.

13. Focal Point Pengarusu tam aan  Gender yang se lan ju tnya 
d isebu t Focal Point ada lah  apa ra tu r  Perangkat Daerah yang 
mempunyai kem am puan u n tu k  m elakukan pengarusu tam aan  
gender di u n it kerjanya masing-masing.

14. Kelompok Kerja Pengarustam aan  Gender yang se lan ju tnya 
d isebu t Pokja PUG adalah  wadah konsu ltasi bagi pe laksana 
dan  penggerak PUG dari berbagai instans i/lem baga di Daerah.

15. Rencana Keija dan  Anggaran Perangkat Daerah yang 
se lan ju tnya d isingkat RKA PD adalah  dokumen perencanaan  
dan  penganggaran yang berisi rencana pendapatan , rencana 
belan ja program , dan  keg iatan Perangkat Daerah serta  
rencana pembiayaan sebagai dasa r penyusunan  anggaran 
pendapatan  dan  belan ja Daerah.

16. Dokumen Pelaksanaan  Anggaran yang se lan ju tnya d isingkat 
DPA adalah  dokumen yang m em uat pendapatan  dan  belan ja 
setiap Perangkat Daerah yang d igunakan sebagai dasar 
pe laksanaan  oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peratu ran  Daerah ini d im aksudkan  sebagai landasan  hukum  dan  
acuan  u n tu k  percepatan  pelembagaan PUG dalam  
penyelenggaraan pem erin tahan  dan pem bangunan yang responsif 
gender di Daerah.

Pasal 3

Peratu ran  Daerah ini be rtu juan  un tuk :

a. m ewujudkan keseta raan  dan  keadilan Gender dengan 
m emperhatikan  kelompok m asyarakat yang ren tan  diberbagai 
b idang keh idupan;

b. m ewujudkan pem enuhan  hak  dasar dan kem udahan  akses, 
partisipasi, kontro l dan  m an faat pem bangunan yang responsif 
Gender;

c. m eningkatkan kua litas h idup  dan peran  perem puan 
diberbagai b idang pembangunan;

d. m ewujudkan pelindungan terhadap  ke tidaksetaraan  dan  
ketidakad ilan  Gender;

e. m ewujudkan pengelolaan anggaran  Daerah yang responsif 
Gender;

f. m enguatkan  peran  Pemerin tah Daerah dan m asyarakat dalam  
pem bangunan partis ipato ris yang responsif Gender; dan

g. mendorong kemandirian  m asyarakat u tam anya perem puan 
dalam  b idang politik dan  pengambil kepu tusan , sosial, dan  
ekonomi.



Pasal 4

Ruang lingkup Peratu ran  Daerah ini meliputi:
a. tugas dan  kewenangan;
b. pelembagaan;
c. kelembagaan;
d. kerjasama;
e. partis ipasi m asyarakat;
f. pendanaan ;
g. pem binaan dan  pengawasan;
h. pelaporan;
i. penghargaan; dan
j. sanksi.

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN  

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas u n tu k  m erum uskan  
kebijakan, strategi, dan  pedoman ten  tang  pe laksanaan  PUG di 
Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:
a. m enetapkan  kebijakan daerah  dalam  pe laksanaan  PUG di 

Daerah;
b. m elakukan koordinasi, fasilitasi, dan  mediasi pe laksanaan  

kebijakan PUG di Daerah;
c. m elakukan pem an tauan  dan  evaluasi pe laksanaan  PUG;
d. mem fasilitasi anggaran  u n tu k  kegiatan PUG;
e. mem fasilitasi penguatan  kelembagaan dan  pengembangan 

mekanisme PUG bersam a lembaga pemerin tah, perguruan  
tinggi, dan  lembaga non pendid ikan;

f. m engkoord inasikan dan  mem fasilitasi pe laksanaan  kebijakan, 
program  dan  keg iatan yang responsif Gender;

g. m emberikan ban tuan  tekn is, fasilitasi pe laksana PUG, 
Analisis Gender, perencanaan  anggaran yang responsif 
Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan  
edukasi PUG;

h. m elaksanakan  PUG yang terka it dengan bidang
pembangunan, te ru tam a di b idang pemberdayaan perem puan, 
pendid ikan, kesehatan , ekonomi, hukum , hak  asasi m anusia , 
politik, dan  ketenagakeijaan ; dan

i. mem fasilitasi da ta  terp ilah  m enu ru t jen is kelam in.

BAB III
PELEMBAGAAN

Bagian Kesatu 
Perencanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda m enyusun  rencana 
kebijakan, program , dan  keg iatan PUG.



(2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi:

a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

c. rencana kerja pembangunan Daerah;

d. rencana strategis perangkat Daerah; dan

e. rencana keija perangkat Daerah.

(3) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
Analisis Gender.

(4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 
menggunakan metode Gender Analysis Pathway atau metode 
analisis lain.

Pasal 8

(1) Analisis Gender terhadap rencana keija dan anggaran 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf d dan e dilakukan oleh masing-masing Perangkat 
Daerah.

(2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) dapat bekeijasama dengan lembaga perguruan tinggi 
atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

(3) Tata cara Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (3) dituangkan dalam GBS.

(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar 
Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan 
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen 
RKA PD dan DPA.

Pasal 10

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) yang responsif Gender.

(2) Penyusunan RKA PD yang responsif Gender dilakukan oleh 
Badan Keungan Daerah.

(3) RKA PD yang responsif Gender ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati.



Bagian Kedua 
Pelaksanaan

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan 
kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan 
dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan, serta harkat dan 
martabatnya masing-masing.

Pasal 12

(1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, badan usaha milik 
Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, dan badan 
usaha yang berada di Daerah wajib memiliki kebijakan, 
program, dan kegiatan yang responsif Gender.

(2) Dalam hal badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan 
dasar dan menengah, dan badan usaha yang berada di 
Daerah tidak memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang 
responsif Gender dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan izin; dan/atau
c. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah diberikan 

dan/atau akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan 
kegiatan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.

(2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

(3) Dinas berperan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di 
Daerah.

(4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG 
yaitu:

a. komitmen;

b. kebijakan;

c. kelembagaan;
d. sum ber  daya;

e. sistem informasi dan data terpilah;

f. alat Analisis Gender; dan

g. partisipasi masyarakat.

(5) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan pemberian 
kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, 
kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.



Pasal 14

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 
huruf a diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat 
strategi, program, kegiatan, kerangka keija, kerangka 
pemantauan, serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.

(3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas 
menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14, diwujudkan dalam bentuk 
kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membentuk Pokja PUG dan Focal Point.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dan 
Focal point diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang 
memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG serta 
sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.

(2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan 
memiliki kompetensi dibidang PUG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan 
dan bimbingan teknis serta advokasi yang dilaksanakan oleh 
Dinas.

(3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 17

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan 
sistem informasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.

(3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing 
Perangkat Daerah.

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola oleh Dinas.



(5) Dalam  hal si stem  informasi sebagaim ana d im aksud pada ayat
(1) tidak  terben tuk , apa ra tu r  sipil negara pada D inas dapat 
d ikenai sanksi adm in istra tif sesuai ke ten tuan  pera tu ran  
perundang-undangan  d ib idang adm in istrasi pem erin tahan.

Pasal 18

(1) D ata terp ilah  sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 17 ayat (2) 
d iperlukan u n tu k  Analisis Gender.

(2) Analisis Gender sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 
d igunakan  u n tu k  m enyusun  perencanaan , penganggaran, 
pem an tauan , dan  evaluasi.

(3) Analisis Gender sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) d isusun  
dengan metode Gender Ana lysis Pathway a tau  metode analis is 
lain.

(4) Dalam m elakukan Analisis Gender sebagaim ana d im aksud 
pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sam a dengan 
lembaga pergu ruan  tinggi a tau  p ihak  lain yang memiliki 
kapab ilitas dibidangnya.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan  PUG d ilakukan  dengan m elibatkan berbagai 
elemen m asyarakat dalam  ben tuk  partisipasi m asyarakat.

(2) Partisipasi m asyarakat sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 
meliputi partis ipasi dalam  kebijakan, program , dan  kegiatan 
PUG dalam  rangka pem erataan  pe laksanaan  dan pen ingkatan  
pem aham an PUG kepada m asyarakat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lan ju t mengenai 7 (tujuh) p rasyara t PUG 
sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 
d ia tu r dalam  Peratu ran  Bupati.

Pasal 21

Ketentuan Pasal 13 sam pai dengan Pasal 20 mengenai 
pe laksanaan  PUG berlaku m u ta tis  m u tand is terhadap  
pe laksanaan  PUG di tingkat Desa.

Bagian Ketiga 
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

(1) Bupati melalui Inspek torat m elakukan pem an tauan  dan 
evaluasi pe laksanaan  PUG.

(2) Pem antauan  dan  evaluasi sebagaim ana d im aksud pada ayat
(1) d ilakukan  pada setiap  Perangkat Daerah dan  secara 
berjenjang.



(3) Pem antauan  dan  evaluasi pe laksanaan  PUG d ilakukan 
sebelum  penyusunan  program  a tau  keg iatan tahun  
berikutnya.

(4) Bappeda bersam a Inspek torat wajib m elakukan evaluasi 
terhadap  pe laksanaan  PUG berdasarkan  rencana 
pem bangunan jangka  m enengah Daerah dan  Rencana 
Strateg is Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan  evaluasi dapa t d ilakukan melalui ke ijasam a 
dengan pergu ruan  tinggi, p u sa t stud i wanita, a tau  lembaga 
swadaya m asyarakat.

(6) Hasil evaluasi pe laksanaan  PUG menjadi bahan  m asukan  
dalam  penyusunan  kebijakan, program , dan  keg iatan tahun  
yang akan  datang.

BAB IV
KELEMBAGAAN  

Pasal 23

(1) Dalam upaya percepatan  pelembagaan PUG di se lu ruh  
Perangkat Daerah d iben tuk  Pokja PUG.

(2) Bupati m enetapkan  kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG 
dan  Kepala D inas sebagai Kepala Sekretaria t Pokja PUG.

(3) Anggota Pokja PUG meliputi se lu ruh  kepala /p im p inan  
Perangkat Daerah.

(4) Pembentukan Pokja PUG d itetapkan dengan K eputusan 
Bupati.

Pasal 24

Pokja PUG sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 23 mempunyai
tugas:
a. m empromosikan dan  mem fasilitasi PUG kepada se lu ruh  

Perangkat Daerah;
b. m elaksanakan  sosialisasi dan  advokasi PUG kepada 

m asyarakat;
c. m enyusun  program  kerja setiap tahun ;
d. mendorong terwu judnya perencanaan  dan  penganggaran yang 

responsif Gender;
e. m enyusun  rencana kerja Pokja PUG setiap tahun ;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. m erum uskan  rekomendasi keb ijakan kepada Bupati;
h. m enyusun  profil Gender Daerah;
i. m elakukan  pem an tauan  pe laksanaan  PUG d ise lu ruh  

Perangkat Daerah;
j. m enetapkan  tim  tekn is u n tu k  m elakukan analisis terhadap  

anggaran  Daerah;
k. m enyusun  rencana aksi Daerah PUG; dan
l. mendorong pe laksanaan  pem ilihan dan  penetapan  Focal Point 

d ise lu ruh  Perangkat Daerah.



Pasal 25

(1) Tim tekn is sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 24 hu ru f  j 
beranggotakan apa ra tu r  sipil negara yang memaham i analisis 
anggaran yang responsif Gender.

(2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana d im aksud dalam  
Pasal 24 h u ru f  k memuat:
a. PUG dalam  pe ra tu ran  perundang-undangan  di Daerah;
b. PUG dalam  sik lus pem bangunan  di Daerah;
c. penguatan  kelembagaan PUG di Daerah; dan
d. penguatan  peran  serta  m asyarakat di Daerah.

(3) Rencana aksi Daerah PUG sebagaim ana d im aksud pada ayat
(2) d ite tapkan  dengan Peratu ran  Bupati.

Pasal 26

(1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari 
pe jabat d a n /a ta u  s ta f yang membidangi tugas perencanaan  
d a n /a ta u  program.

(2) Focal Point PUG sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas:
a. mempromosikan PUG pada un it kerja;
b. mem fasilitasi penyusunan  rencana ke ija  dan 

penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
c. m elaksanakan  pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada 

se lu ruh  pejabat dan  sta f di lingkungan Perangkat Daerah;
d. m elaporkan pe laksanaan  PUG kepada p impinan Perangkat 

Daerah;
e. mendorong pe laksanaan  Analisis Gender terhadap  

kebijakan, program , dan  keg iatan pada un it keija; dan
f. mem fasilitasi penyusunan  da ta  Gender pada masing- 

m asing Perangkat Daerah.

(3) Focal Point PUG sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) dipilih 
dan  d ite tapkan  oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V
KERJA SAMA  

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat m elakukan kerja sam a dalam  
pe laksanaan  PUG.

(2) Kerja sam a sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) dapat 
d ilakukan  dengan:

a. pemerin tah daerah  lainnya;

b. pergu ruan  tinggi;

c. organisasi m asyarakat;

d. badan  usaha;

e. lembaga a tau  pemerin tah  daerah  di luar negeri; dan

f. p ihak  ketiga lainnya.



(3) Perjanjian ke ijasam a sebagaim ana d im aksud pada ayat (2) 
paling sedik it m emuat:
a. tanggung jaw ab para  pihak;
b. hak  dan  kewajiban para  pihak;
c. jangka  waktu keijasam a;
d. ben tuk  kegiatan;
e. pembiayaan;
f. pertanggungjawaban; dan
g. persyara tan  la innya yang d isepakati.

(4) Keija sam a sebagaim ana d im aksud pada ayat (2) dan  (3) 
d ilaksanakan  sesuai dengan ke ten tuan  pera tu ran  perundang- 
undangan .

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT  

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib m elibatkan partisipasi m asyarakat 
dalam  penyelenggaraan PUG.

(2) Partisipasi m asyarakat sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 
meliputi partis ipasi dalam  kebijakan, program , dan  kegiatan 
PUG.

(3) Partisipasi m asyarakat sebagaim ana d im aksud pada ayat (2) 
d iselenggarakan melalui mekanisme:
a. pemberian informasi dan  data;
b. pemberian akses informasi dan  data;
c. konsu ltasi publik;
d. pelibatan m asyarakat;
e. kem itraan dengan m asyarakat, swasta, dan  filantropi; 

d a n /a ta u
f. ben tuk  lainnya sesua i dengan ke ten tuan  pera tu ran  

pe rundang -undangan .

(4) K etentuan lebih lan ju t mengenai partisipasi m asyarakat 
dalam  PUG d ia tu r dalam  Peratu ran  Bupati.

Pasal 29

(1) M asyarakat berhak  m engadukan  apab ila m enem ukan 
kebijakan, program , dan kegiatan Pemerintah Daerah, badan  
u saha  milik Daerah, sa tu an  pendid ikan dasa r dan  menengah, 
serta  badan  u saha  di Daerah yang tidak  responsif gender.

(2) M asyarakat yang m elakukan pengaduan sebagaim ana 
d im aksud pada ayat (1) dijam in hak -haknya sesuai ke ten tuan  
pe ra tu ran  perundang-undangan .

(3) Dalam mem fasilitasi pengaduan  m asyarakat sebagaim ana 
d im aksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan sistem  pengelolaan pengaduan m asyarakat.

(4) Pengelolaan pengaduan m asyarakat sebagaim ana d im aksud 
pada ayat (2) d iselenggarakan m enggunakan sistem  teknologi 
informasi dan  komunikasi.



(5) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin 
aksesibilitas bagi masyarakat yang terkendala dalam 
menggunakan teknologi.

(6) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik 
meliputi:
a. penataan proses bisnis layanan pengaduan;
b. data;
c. keamanan informasi; dan
d. layanan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan 
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PUG diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Pasal 30

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan PUG di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

(3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG 
yang meliputi:
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, 

konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada 

Perangkat Daerah;
d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga 

pendukung PUG; dan
e. strategi pencapaian kinerja PUG.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Bupati.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Focal Point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
PUG kepada Pokja PUG melalui kepala Perangkat Daerah.

(2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaporkan oleh Polga PUG kepada Bupati melalui Wakil 
Bupati.

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada 
menteri yang membidangi urusan dalam negeri dengan 
tembusan kepada menteri yang membidangi urusan 
pemberdayaan perempuan.



(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan.

Pasal 32

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
a. sasaran kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. pelaksanaan program dan kegiatan;
d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; 

dan
e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, atau sumber lain.

Pasal 33

(1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 menjadi bah an pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan PUG.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan 
PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 3 4

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau Daerah; 

dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN  

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
a. orang perseorangan;
b. kelompok;
c. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
d. dunia usaha; dan/atau
e. Perangkat Daerah, yang telah melaksanakan PUG dan 

Kesetaraan Gender.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. piagarn;
b. piala; dan/atau
c. uang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Bupati.



BAB XI  
PENUTUP

Pasal 36

Peratu ran  Daerah ini m ulai berlaku pada tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang mengetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan 
pera tu ran  daerah  ini dengan penem patannya dalam  Lembaran 
Daerah kabupaten  Pesawaran.

D itetapkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 13 l)e^ei»ber 2021

D iundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 13 D esesbe r 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUBATEN PESAWARAN,

WANGSA
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  

NOMOR .S. TAHUN 2021 
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap warga negara bersam aan  kedudukannya di dalam  hukum  dan 
pem erin tahan  wajib m en jun jung tinggi hukum  dan  pem erin tahan  dengan tidak  ada 
kecualinya. Pemerin tah dan  Pemerintah Daerah wajib bertanggung jaw ab a tas  
penghorm atan, perlindungan, pemajuan dan pem enuhan  hak  asasi m anusia  bagi 
kesejah teraan  keluarga, m asyarakat, bangsa dan  negara yang berdasarkan  
Pancasila dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 telah 
menjam in setiap warga negara, baik  laki-laki m aupun  perem puan mempunyai 
kedudukan  yang sam a d ihadapan  hukum  dan  pem erin tahan serta  menjam in hak  
setiap warga negara u n tu k  m endapatkan  perlindungan dan bebas dari perlakuan  
yang bersifat diskrim inatif.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup je las 
Pasal 2

Cukup je las 
Pasal 3

Cukup je las 
Pasal 4

Cukup je las 
Pasal 5

Cukup je las 
Pasal 6

Cukup je las 
Pasal 7

Cukup je las 
Pasal 8

Cukup je las 
Pasal 9

Cukup je las 
Pasal 10

Cukup je las 
Pasal 11

Cukup je las 
Pasal 12

Cukup je las 
Pasal 13

Cukup je las 
Pasal 14

Cukup je las 
Pasal 15

Cukup je las 
Pasal 16

Cukup je las 
Pasal 17

Cukup je las



Pasal 18
Cukup jelas 

Pasal 19
Cukup jelas 

Pasal 20
Cukup jelas 

Pasal 21
Cukup jelas 

Pasal 22
Cukup jelas 

Pasal 23
Cukup jelas 

Pasal 24
Cukup jelas 

Pasal 25
Cukup jelas 

Pasal 26
Cukup jelas 

Pasal 27
Cukup jelas 

Pasal 28
Filantropi Indonesia adalah perkumpulan organisasi dan individu pegiat 

filantropi yang mandiri dan bertujuan untuk memajukan filantropi agar dapat  
berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia.
Pasal 29

Cukup jelas 
Pasal 30

Cukup jelas 
Pasal 31

Cukup jelas 
Pasal 32

Cukup jelas 
Pasal 33

Cukup jelas 
Pasal 34

Cukup jelas 
Pasal 35

Cukup jelas 
Pasal 36

Cukup jelas
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